
Menimbang 

Mengingat 

BUPATISUKAMARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKAMARA, 

[ SALINAN ] 

a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah perlu adanya 
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Tahun 2017 dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ 
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan 
transaksi non tunai perlu dilakukan percepatan 
implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 
4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 17 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Nomor 49); 

Memperhatikan lnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 
Tahun 2017; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TRANSAKSINONTUNAI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukamara. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pernerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

7. Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai bendahara urnurn daerah. 

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 
BUD. 

9. Kas Daerah adalah tern pat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh gubemur / bupati walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 
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10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah 
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
atas beban APBD. 

18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada 
bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional 
pada SKPD /Unit Kerja dan/ atau untuk membiayai pengeluaran 
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

19. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

20. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 

21. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan 
oleh perbankan yang memungkinkan nasabah bank untuk 
memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan 
transaksi perbankan berupa teller, costumer seroice, ATM, SMS 
Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu 
Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture 
(EDC}, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya. 

22. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi 
atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
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23. Wajib Retribusi yang selanjutnya disingkat WR adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang­
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

24. Objek Pajak adalah suatu transaksi yang bersumber dari 
pendapatan pajak yang menurut peraturan perpajakan tergolong 
sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. 

25. Objek Retribusi adalah pungutan retribusi daerah kepada orang 
pribadi atau badan atas pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah. 

26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

28. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan 
kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri 
besarnya pajak terutang. 

29. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan 
besarnya pajak terutang. 

30. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan 
sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pengirim yang 
ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai 
penerima. 

31. Pemindahbukuan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk 
memindahkan sejumlah dana tertentu dengan mengkredit 
(menambah) rekening penerima dengan mendebit (mengurangi) 
rekening pengirim. 

32. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut Tunai adalah transaksi 
yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang 
dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam. 

33. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut Non Tunai adalah 
pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain 
dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, 
maupun uang elektronik atau sejenisnya. 

34. Jam Kerja adalahjam kerja pelayanan. 
35. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
36. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
38. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
39. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sis tern 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang 
waktu dan memiliki tenggat waktu ( deadline) yang jelas, relatif 
terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. 

40. Online adalah komunikasi dalamjaringan internet. 
41. Biaya Transfer adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah 

yang memberi perintah atas suatu kegiatan jasa bank dalam 
memindahkan sejumlah dana tertentu. 
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42. Tanda Bukti Penyetoran adalah bukti transaksi setoran yang 
dilakukan oleh penyetor. 

43. Tanda Bukti Pembayaran adalah tanda bukti transaksi 
pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar. 

44. Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat a tau data 
keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun 
nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu 
tertentu. 

45. RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah proses penyelesaian 
akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per 
transaksi (individually processed/ gross settlement) dan bersifat 
real time (electronically processed), dimana rekening peserta dapat 
didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah 
pembayaran dan penerimaan pembayaran. 

46. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS 
adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang 
ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) 
dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan 
pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online. 

47. Autodebet adalah adalah pembayaran elektronik yang dibuat 
langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah 
ditentukan. 

48. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya. 

49. Pembayaran Iangsung/direct payment adalah salah satu bentuk 
pembayaran yang mengijinkan nasabah untuk membayar tagihan 
melalui transfer dana elektronik ke rekening kreditor. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Paaal2 
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan 
transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara 
meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan APBD. 

BAB III 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal3 
( 1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam pengelolaan APBD 

dilaksanakan berdasar asas : 
a. Efektif; 
b. Efisien; 
c. akuntabel; 
d. bertanggung jawab; 
e. transparan; 
f. Keamanan; dan 
g. Manfaat. 

(2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dengan 
cara membandingkan pengeluaran dengan hasil yang sesuai. 
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(3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 
pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD berorientasi pada 
minimalisasi penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya. 

(4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tonai pada APBD memberikan 
jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang 
berkepentingan. 

(5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu 
pelaksanaan Transaksi Non Tonai pada APBD memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua 
pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD. 

Pasa14 
( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, akuntabel 
dan terukur. 

(2) Tujuan sistem pembayaran non tunai adalah : 
a. untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi dalam mekanisme 

APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan 
akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

b. melaksanakan Transaksi Non Tonai pada Pemerintah 
Kabupaten Sukamara. 

c. memberikan prosedur standar kepada para pelaksana 
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. 

d. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi 
dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. 

e. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap 
orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau 
pembayaran dengan aman, cepat, mudah dan terkontrol. 

BAB IV 
JENIS TRANSAKSI 

Pasa15 
( 1) Setiap transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran 

dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan dengan Non Tonai. 
(2) Pelaksanaan Transaksi Non Tonai sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilaksanakan secara bertahap baik dalam jenis transaksi 
maupun SKPD/unit SKPD yang melaksanakan. 

Pasal6 
(1) Implementasi Transaksi Non Tonai dalam melaksanakan APBD, 

meliputi: 
a. Pendapatan Daerah, yaitu : 

1. Pendapatan Asli Daerah; 
2. Pendapatan Transfer; dan 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

b. Belanja Daerah yang terdiri dari: 
1. Belanja Operasi; 
2. Belanja Modal; 
3. Belanja Tidak Terduga; dan 
4. Belanja Transfer. 

c. Pembiayaan daerah yang terdiri dari: 
1. Penerimaan Pembiayaan; dan 
2. Pengeluaran Pembiayaan. 
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(2) Implementasi Transaksi Non Tunai ini tidak terrnasuk Dana BOS, 
Dana JKN dan Dana lain-lain yang tidak bersumber dari APBD. 

(3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai 
dilaksanakan melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh 
perbankan secara online. 

BABV 
MEKANISMB PBNBRIMAAN NON TUNAI 

Bagian Kesatu 
Metode dan Klasiftkasi Penerimaan Non Tunai 

Pasal 7 
(1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 

PENERIMA.AN JENIS METODE 

Pajak Daerah (Self 
Teller, EDC, 

Assessment) dan (Official 
E-Payment, 

Assesment) 
Sistem Kliring, 
RTGSdan 
Transfer 

Pendapat.an Asli Teller, EDC, 

Daerah E-Payment, 
Retribusi Daerah Sistem Kliring, 

RTGS dan 
Transfer 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Transfer Daerah yang Dipisahkan 
Lain-lain PAD yang Sah Teller dan Transfer 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer 

Transfer Transfer Antar Daerah Transfer 

Hibah Teller dan Tran sf er 

Lain-Lain 
Dana Darurat Teller dan Transfer 
Pendapat.an Lainnva Teller dan Transfer 

Pendapatan 
Lain-Lain Pendapat.an Sesuai Daerah Yang Sah 
Dengan Ketentuan Peraturan Teller dan Transfer 
Perundang-Undangan 

(2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan jenisnya dibagi 
dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf a terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah. 

(4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari: 
a. Retribusi Jasa Umum meliputi : 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
4. Retribusi Pelayanan Pasar; 
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor; 
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan 
7. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang. 
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b. Retribusi Jasa Usaha meliputi: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2. Retribusi Tempat Pelelangan; 
3. Retribusi Terminal; 
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
6. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 
9. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan; 
10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan 
11. Retribusi penyeberangan di air. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 
1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan 

Bangunan Gedung; 
2. Retribusi izin Usaha Perikanan; dan 
3. Retribusi izin trayek. 

( 5) Sistem pembayaran pajak daerah ( self assessmen~ terdiri dari : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Parkir; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Sarang Burung W alet; dan 
h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

(6) Sistem penetapan pajak daerah (offici.al assessment) terdiri dari: 
a. Pajak Reklame; 
b. Pajak Air Tanah; dan 
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah 

Pasa18 
( 1) Wajib pajak daerah dapat melakukan pembayaran secara non 

tunai dengan dibantu petugas melalui : 
a. Layanan mobil keliling pembayaran Pajak Daerah; 
b. Bank umum, badan/lembaga keuangan yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah; 
c. Loket pembayaran yang sudah ditentukan pemerintah daerah; 

atau 
d. Payment point (loket pembayaran) yang disediakan oleh Bank. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
informasi jenis pajak daerah yang dibayar. 

(3) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak 
berupa: 
a. Slip setoran/bukti setor, Surat Tanda Terima Setoran, Surat 

Setoran Pajak Daerah atau bukti pembayaran, untuk 
pembayaran yang dilakukan melalui layanan mobil keliling 
Pembayaran Pajak Daerah, bank umum, badan/lembaga 
keuangan; 

b. Resi/struk dari e-payment, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum; atau 

c. Bukti pembayaran non tunai lainnya. 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah 

Pasal9 
( 1) Wajib retribusi daerah dapat melakukan pembayaran secara non 

tunai dengan dibantu petugas melalui: 
a. Payment point (loket pembayaran) yang disediakan oleh Bank; 
b. Bank umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; 
c. Layanan mobil keliling pembayaran retribusi Daerah; atau 
d. Loket pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah 

daerah. 
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) memuat 

informasi jenis dan jumlah retribusi daerah yang dibayar. 
(3) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima wajib retribusi 

berupa Slip setoran/bukti setor, Surat Tanda Terima Setoran, 
Surat Setoran retribusi Daerah atau bukti pembayaran, untuk 
pembayaran yang dilakukan melalui layanan mobil keliling 
Pembayaran retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga 
keuangan. 

Baglan Keempat 
Penyetoran Pajak dan Retribuai Daerah 

Pasal 10 
( 1) Setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah memiliki rekening 

penerimaan pendapatan yang digunakan untuk menampung 
setoran dimaksud yang kemudian dipindahbukukan secara 
berkala ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang 
ditunjuk. 

(2) Rekening penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah 
melalui Bank Umum selain Bank yang ditunjuk dilaksanakan 
secara online banking system. 

Bagian Kelima 
Mekanisme penerimaan Pajak dan Retribusi 

Pasal 11 
Pelaksanaan pembayaran penerimaan pajak dan retribusi daerah 
melalui bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh SKPD Pengelola pajak 
dan/ atau retribusi daerah dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. menerbitkan SPPT/SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDLB/SKPDKBT 

bagi wajib pajak dan SKRD bagi wajib retribusi yang memerlukan 
surat ketetapan atau surat tagihan dan dokumen lain yang 
dipersamakan untuk disampaikan kepada wajib pajak dan wajib 
retribusi; 

b. melakukan input data transaksi harian pajak dan retribusi 
daerah pada aplikasi dilampiri dengan bukti pendukung yang sah. 

c. menyampaikan formulir pembayaran pajak dan retribusi daerah 
berupa SSPD, SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; 

d. melakukan rekonsiliasi dan menerima tanda bukti penyetoran 
berupa STS yang dilampiri dengan bukti pendukung yang sah 
antara SKPD dengan PPKD; dan 

e. melakukan penatausahaan terhadap data penerimaan daerah 
pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah. 
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Bagian Keenam 
Penerimaan Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Pasal 12 
( 1) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dilakukan secara non tunai, melalui pembayaran 
online-payment melalui transfer. 

(2) Pembayaran online-payment melalui transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang memuat 
informasi jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan. 

(3) Bukti penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan berupa nota kredit. 

Bagian Ketujuh 
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Pasal 13 
(1) Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

dilakukan secara non tunai melalui transfer. 
(2) Pembayaran langsung/ direct payment dapat dilakukan melalui : 

a. Payment point yang disediakan oleh bank; 
b. Layanan mobile banking; 
c. Bank Umum, badan/lembaga keuangan yang ditetapkan oleh 

Bupati; atau 
d. Loket pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah 

daerah. 
(3) Pembayaran langsung/ direct payment sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan pembayaran melalui transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat informasi penerimaan Lain-Lain 
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

(4) Bukti penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
berupa surat setoran atau slip setoran. 

Bagian Kedelapan 
Penerimaan Pendapatan Transfer 

Pasal 14 
( 1) Penerimaan pendapatan transfer dengan non tunai melalui 

transfer dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah. 
(2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 

didukung informasi jenis pendapatan, tanggal, nomor SP2D dan 
nilai transfer. 

(3) Bukti penerimaan pendapatan transfer berupa nota kredit bank. 

Bagian Kesembilan 
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pasal 15 
(1) Penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan 

melalui non tunai. 
(2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat informasi mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
(3) Bukti penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa 

nota kredit bank. 
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Bagi.an Kesepuluh 
RekonsWaal 

Pasal 16 
( 1) Dalam rangka menjamin validasi dan akurasi data penerimaan 

pembayaran pendapatan daerah, pemerintah daerah 
melaksanakan rekonsilisasi data transaksi dan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah baik dengan pihak 
bank/lembaga keuangan maupun antara unit SKPD. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan antara : 
a. BUD dengan bank umum/lembaga keuangan. 
b. BUD dengan SKPD. 

(3) Data pendukung dalam pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan 
setiap pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah meliputi : 
a. Rekening koran. 
b. Rincian transaksi penerimaan pendapatan. 
c. Nota kredit dari bank. 

(4) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, dilakukan setiap bulan oleh BUD dengan 
mencocokkan catatan pembukuan BUD dengan catatan Bank 
Umum dengan cara membandingkan nota kredit bank, rekening 
koran dan lampiran rincian transaksi penerimaan pendapatan 
berdasarkan catatan BUD, yang hasilnya dituangkan dalam 
berita acara. 

Pasal 17 
( 1) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, di dukung dengan bukti 
pendukung yang meliputi : 
a. Rekening koran; 
b. Bukti penerimaan berupa SKPD/SSPD, SKRD/SSRD dan 

atau dokumen lain yang dipersamakan; 
c. Bukti data print out transaksi penerimaan non tunai; dan 
d. Rekapitulasi penerimaan daerah yang telah disetorkan ke kas 

daerah. 
(2) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara 
membandingkan rekening koran bank dari BUD, bukti data print 
out traksaksi penerimaan non tunai, rekapitulasi penerimaan 
daerah yang telah disetorkan ke kas daerah. 

Bagian Kesebelas 
Kegagalan Transaksi 

Pasal 18 
( 1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, maka 

bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti 
dengan cara melakukan konfirmasi dengan SKPD terkait 
pemungutan. 

(2) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik 
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka SKPD yang bersangkutan 
akan menindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan 
kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pengguna Jasa yang 
bersangkutan. 
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BAB VI 
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI 

Bagian Kesatu 
Pembayaran Transaksi Non Tunai 

Pasal19 
( 1) Setiap pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

dilaksanakan melalui mekanisme Non Tonai. 
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Belanja Operasi : 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Bunga 
4. Belanja Subsidi 
5. Belanja Hibah, dan 
6. Belanja Bantuan Sosial 

b. Belanja Modal : 
1. Belanja Tanah 
2. Belanja Peralatan dan Mesin 
3. Belanja Bangunan dan Gedung 
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
5. Belanja Aset Tetap Lainnya,dan 
6. Belanja Aset Lainnya 

c. Belanja Tidak Terduga 
d. Belanja Transfer : 

1. Belanja Bagi Hasil, dan 
2. Belanja Bantuan Keuangan. 

e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
2. Penyertaan Modal Daerah 
3. Pembentukan dana cadangan 
4. Pemberian pinjaman daerah, dan 
5. Pengeluaran pembiayan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Sistem Pembayaran Pengeluaran Daerah 

Pasal20 
Sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh 

transaksi melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke 
rekening penerima pembayaran setelah diterbitkan SP2D LS. 

b. Pengeluaran dari Rekening Giro bendahara pengeluaran SKPD 
untuk seluruh transaksi ke rekening penerima pembayaran. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran melalui Mekanisme LS 

Pasal 21 
( 1) Proses pencairan melalui mekanisme LS sebagaimana dimaksud 

pada pasal 20 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
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(2} Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum 
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, akan mendebet 
Rekening Kas Umum Daerah dan dipindahbukukan/ditransfer ke 
rekening penerima secara real time. 

Baglan Keempat 
Pembayaran melalui :Mekanisme UP /GU /TU 

Paaal 22 
(1) Proses pencairan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang 

(GU}/Tambahan Uang (TU) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Bentuk Uang Persediaan berupa : 
a. Tunai untuk pembayaran belanja pengecualian dari Transaksi 

Non Tonai, dan; 
b. Non tunai dari rekening giro bendahara pengeluaran 

masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja di Bank Umum 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran belanja operasi untuk belanja pegawai dan belanja 
barang dan jasa kepada pihak ketiga sebagai penyedia dan atau 
kepada penerima dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan/transfer, atau sejenisnya dari rekening giro 
bendahara pengeluaran Perangkat Daerah. 

(4) Bukti pembayaran berupa print out dari CMS/surat 
pemindahbukuan dilampirkan pada Bukti Pengeluaran Kas. 

( 5) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening 
selain Bank yang ditunjuk, terhadap biaya layanan perbankan 
dibebankan kepada penerima. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan rekonsiliasi 

Pasal23 
(1) Dalam rangka menjamin validasi dan akurasi data pengeluaran, 

pemerintah daerah melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak 
bank/lembaga keuangan maupun antara unit SKPD. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan antara : 
a. BUD dengan bank umum/lembaga keuangan. 
b. BUD dengan SKPD. 

(3) Data pendukung dalam pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran 
daerah meliputi : 
a. Rekening koran. 
b. Pembayaran yang belum ditransfer dari Rekening Kas Umum 

Daerah (deposit intransi~ pada hari bersangkutan, dan 
c. Nota debet dari bank. 
d. Data pemindahbukuan pengeluaran kas daerah secara 

elektronik maupun non elektronik. 
e. Daftar / register SP2D. 

(4) Rekonsiliasi data transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara periodik oleh BUD 
dengan mencocokkan catatan pembukuan BUD dengan catatan 
Bank Umum dengan cara membandingkan nota debit bank, 
rekening koran dan register SP2D berdasarkan catatan BUD, 
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. 
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Pasal24 
( 1) Rekonsiliasi data transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud 

pada pasal 23 ayat (2) huruf b, didukung dengan bukti 
pendukung yang meliputi : 
a. Rekening koran. 
b. Bukti pengeluaran berupa register SP2D. 

(2} Rekonsiliasi data transaksi pengeluaran daerah sebagairnana 
dimaksud pada pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara 
membandingkan rekening koran bank dari BUD, bukti register SP2D. 

Bagian Keenam 
Kegagalan Transaksi 

Pasal25 
Dalam hal terjadi kega.galan transaksi pada saat pemindahbukuan, maka 
Bendahara Pengeluaran melakukan konfirmasi kepada bank umum yang 
ditunjuk untuk melakukan koreksi atas kegagalan yang terjadi. 

Bagian Ketujuh 
Kesalahan Transaksi 

Pasal 26 
(1) Dalam hal terjadi kesalahan karena kelebihan input transaksi 

melalui CMS, maka akan dilakukan pembetulan dengan cara 
penerima mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke 
rekening giro bendahara pengeluaran dengan melengkapi 
dokumen data print out pemindahbukuan melalui CMS. 

(2) Dalam hal terjadi kesalahan karena kekurangan input transaksi 
melalui CMS, maka akan dilakukan pembetulan dengan cara 
bendahara pengeluaran membayarkan kembali kekurangan 
tersebut ke rekening penerima dengan melengkapi dokumen data 
print out pemindahbukuan melalui CMS. 

BAB VIII 
NOMOR REKENING 

Pasal27 
( 1) Setiap orang a tau badan yang akan melakukan transaksi 

pembayaran terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah harus memiliki nomor rekening yang masih aktif 
pada bank umum. 

{2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk transaksi pembayaran non tunai. 

Pasal 28 
( 1) Apabila Perangkat Daerah memiliki Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, maka harus memiliki nomor rekening atas nama unit 
SKPD yang bersangkutan. 

(2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 29 
Biaya yang dikeluarkan akibat dari Transaksi Non Tonai dengan 
penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan pada 
penyedia barang/jasa yang bersangkutan. 
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BABIX 
PEMBAYARAN TUNA! 

Pasal 30 
( 1) Penerimaan pendapatan daerah dengan mekanisme non tunai 

dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
pasal 5 ayat (2) dengan pembayaran langsung ke loket 
pembayaran tunai yang ditentukan oleh pemerintah daerah 
terhadap jenis-jenis penerimaan sebagai berikut : 
a. Pembayaran Pajak Air Tanah yang besaran nilainya sampai 

dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah); 
b. Pembayaran Pajak Restoran yang pendapatannya 

berdasarkan hasil penagihan langsung ke wajib pajak; 
c. Pembayaran Retribusi Parkir yang tidak dipihak ketigakan; 
d. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar; 
e. Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas; 
f. Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah apabila berdasarkan 

hasil penagihan, pihak wajib pajak dan wajib retribusi tidak 
bersedia menyetorkan langsung kewajibannya ke Bank Umum; 

g. Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
h. Pembayaran Retribusi Produksi Usaha Daerah; 
1. Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan 
J. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

'(PBB P2) melalui layanan mobil keliling dan pekan panutan. 
k. Pendapatan BLUD. 

(2) Pengeluaran daerah dengan mekanisme non tunai dapat 
dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada pasal 5 
ayat (2) yaitu pengeluaran-pengeluaran tertentu yang dibayarkan 
secara tunai kepada pihak penerima melalui pengelola kegiatan, 
terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut: 
a. Perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat 

melakukan perjalanan dinas. 
b. Pembayaran belanja jasa kepada non aparatur sipil negara 

termasuk masyarakat/pihak ketiga yang jumlahnya tidak 
melebihi dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 

c. pembayaran untuk biaya beracara dan melaksanakan putusan 
pengadilan; 

d. Pembayaran jasa pengiriman paket barang; 
e. Pembayaran belanja jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan 

diluar daerah seperti pameran, lomba, festival dan lain-lain; 
f. Belanja Jasa pelayanan medis kepada pegawai pada BLUD. 

(3) Pembayaran secara tunai oleh bendahara pengeluaran dalam 
satu periode GU tidak boleh melebihi 10 % dari nilai UP SKPD 
yang bersangkutan. 

(4) Uang tunai yang tersedia atau diperkenankan disimpan pada 
brankas bendahara pengeluaran tidak boleh melebihi 
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(5) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran tunai, dilaksanakan oleh 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran. 

(6) Transaksi pembayaran baik secara tunai maupun melalui 
pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayat (2) akan dilakukan evaluasi secara priodik agar setiap 
transaksi baik penerimaan dan pengeluaran daerah dapat 
dilaksanakan secara non tunai. 
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(7) Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung 
kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
maka pembayaran dapat dilakukan secara non tunai kepada 
pengelola kegiatan, untuk selanjutnya disalurkan kepada 
penerima secara tunai. , 

Paul 31 
( 1) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pelaksanaan pembayaran 
harus mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilampirkan pada saat permintaan Ganti Uang (GU) maupun 
Lumsump (LS). 

BABX 
PELAKSANAAN 

Pan132 
( 1) Penerapan Transaksi Non Tunai dalam rangka pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh 
seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukamara. 

(2) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat 
dilaksanakannya Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), maka transaksi pada Perangkat Daerah 
dapat dilakukan secara tunai. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : 
a. tidak tersedianya layanan perbankan; 
b. tidak tersedianya layanan internet; atau 
c. adanya kendala pada sistem yang mengakibatkan tidak bisa 

dilakukan transaksi secara non tunai. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 33 
(1) pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang keuangan. 

(2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan. 

BAB XII 
LAIN-LAIN 

Pasal 34 
( 1) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah 

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu 
atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi 
hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud. 

(2) Harl libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
termasuk hari yang diliburkan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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(3) Bendahara pengeluaran berkewajiban memastikan saldo bank 
di aplikasi pengelolaan keuangan daerah sama dengan saldo 
bank di rekening giro Perangkat Daerah per periode pengajuan 
Surat Perintah Membayar Ganti Uang. 

BAB XIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 35 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

Diundangkan di Sukamara 
Pada tanggal 12 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

ttd 

SUTRISNO 

Ditetapkan di Sukamara 
Pada tanggal 12 April 2021 
BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 11 

¼ ~ti:n~~~ ai dengan aslinya 
~ GIAN HUKUM, 

.--c:._,rn, \\ 

ANTO, S.H. 
30 200312 1 005 

18 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 11 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TRANSAKSI NON TUNA! 

A. FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI (GU) 

KOPSKPD 

Sukamara, .................... . 

Kepada: 
Nomor 
Lampiran 
Perih~ 

I I Yth. Pengguna Angaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran SKPD 

Permohonan 
Pembayaran 
Secara Tunai 

di-
Tempat 

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan pada bidang/bagian .................. tahun anggaran ......... . 
karena kondisi tertentu kami mengajukan permohonan 
pembayaran secara tunai atas: 
Program ..................... . 
Kegiatan ..................... . 
Rekening ..................... . 
Keperluan ..................... . 
Nilai ........ ............. . 
Alasan ..................... . 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan 
perkenannya yang baik kami ucapkan terima kasih. 

PPTK SKPD ............................ . 

.......................................... 
NIP . ................................. . 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. PPK SKPD. 
2. Bendahara Pengeluaran. 

gan aslinya 
~ ~~~~ HUKUM, 
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BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 



I 

B. FORMAT PERMOHONAN PEMBAY ARAN SECARA TUNA! (LS) 

KOPSKPD 

Sukamara, .................... . 

Kepada: 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

I I 

Permohonan 
Pembayaran 
Secara Tunai 

Yth. Pengguna Angaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran SKPD 

di-
Tempat 

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan pada bidang/bagian .................. tahun anggaran .... ..... . 
karena kondisi tertentu kami mengajukan permohonan 
pembayaran secara tunai atas: 
Program ..................... . 
Kegiatan .................... .. 
Rekening Belanja ..................... . 
Keperluan ..................... . 
Nilai ..................... . 
Alasan ..................... . 
PPTK ..................... . 
Nomor rekening PPTK 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan 
perkenannya yang baik kami ucapkan terima kasih. 

PPTKSKPD ............................ . 

.•.....•.•........••...•............•..... 
NIP .................................. . 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
3. PPK SKPD. 
4. Bendahara Pengeluaran. 

.-- __ .,.., __ 

---~,,..:..,/ 

· dengan aslinya 
IAN HUKUM, 

IYANTO, S.H . 
. 430 200312 1 005 
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BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 



C. FORMAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN SECARA TUNA! (GU/LS) 

KOPSKPD 

PERSETUJUAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI 
Nomor: .................................. . 

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pembayaran secara tunai dari 
PPTK pada: 

Program 
Kegiatan 
Rekening 
Keperluan 
Nilai 
Alasan 

Setelah menimbang untuk kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan tersebut diatas, maka pennohonan pembayaran secara tunai 
(dapat kami setujui/tidak dapat kami setujui). 

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Tembusan disampaikan kepada: 
1. PPK SKPD. 
2. Bendahara Pengeluaran. 

Sukamara, ............................. . 

Pengguna Anggaran, 
Badan/ Dinas .......................... . 

(Nama) 
NIP. 

BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 

. sesuai dengan aslinya 
K~~"!~':-LA BAG IAN HUKUM, 

y'..A\\ 

r::-----..1 

........... ' :-·.::. ·-· . 

IYANTO, S.H. 
430 200312 1 005 
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D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI (LS) 

KOPSKPD 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor: .................................. . 

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada 
bidang/bagian .................. tahun anggaran .......... , maka kami yang 
bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah 
melaksanakan pembayaran belanja secara tunai kepada yang berhak 
menerima pada : 
Program 
Kegiatan 
Rekening 
Keperluan 
Pihak penerima 
Nilai 

Surat Pernyataan lill kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami 
bertanggungjawab secara penuh atas pembayaran tersebut diatas. 

Demikian pernyataan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Tembusan disampaikan kepada : 
1. Kepala BPKAD Kabupaten Sukamara. 
2. PPK-SKPD. 
3. Bendahara pengeluaran. 

uai dengan aslinya 
:u.Jll,."'-y- x\GIAN HUKUM, 

''<:~.::-_:.::::: ......... .. .... 

ANTO, S.H. 
200312 1 005 

22 

Sukamara, .......................... . 

PPTK SKPD ..................... . 

(Nama) 
NIP. 

BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 


